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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARALABA

A. Pengertian Waralaba (Franchise)

Istilah franchise dipakai sebagai padanan istilah bahasa Indonesia

“waralaba”. Waralaba terdiri atas kata “wara” dan “laba”. Wara artinya lebih

atau istimewa, sedangkan laba artinya untung. Jadi, menurut arti kata,

waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan untung lebih atau

laba istimewa. Istilah waralaba diperkenankan pertama kali oleh lembaga

Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM) di Jakarta. Namun, dalam

dunia bisnis para pelaku bisnis di Indonesia lebih mengenal dan senang

menggunakan istilah aslinya franchise daripada waralaba. Kedua istilah

tersebut muncul dalam hukum bisnis di Indonesia.1

Franchise berasal dari bahasa Prancis, yaitu franchir yang

mempunyai arti memberi kebebasan kepada para pihak. Pengertian franchise

dapat dilihat dari 2(dua) aspek, yaitu aspek yuridis dan bisnis.2

Franchise adalah pemilik dari sebuah merek dagang, nama, dagang,

sebuah rahasia dagang, paten, atau produk (biasanya disebut “franchisor”)

yang memberikan lisensi ke pihak lain (biasanya disebut “franchisee”) untuk

menjual atau memberi pelayanan dari produk di bawah nama franchisor.

1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2010),  h. 560-561.

2 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia,  (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), h. 164.
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Franchisee biasanya membayar semacam fee (royalty) kepada franchisor

terhadap aktivitas yang mereka lakukan.3

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang

Waralaba, didefinisikan waralaba sebagai :

Pasal 1 Ayat (1)

“Hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha
terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan
barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan
dan /atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.4

British Franchise Association (BFA) mendefenisikan franchise

sebagai berikut : franchiseadalah contractual licence yang diberikan oleh

suatu pihak (franchisor) kepada pihak lain (franchisee) yang :

1. Mengizinkan franchisee untuk menjalankan usaha selama periode

franchise berlangsung, suatu usaha tertentu yang menjadi milik

franchisor.

2. Franchisor berhak untuk menjalankan kontrol yang berlanjut selama

periode franchise.

3. Mengharuskan franchisor untuk memberikan bantuan pada franchisee

dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan subjek franchisenya

(berhubungan dengan pemberian pelatihan, merchandising atau

lainnya).

3 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 58.

4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba Pasal 1 ayat (1).
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4. Mewajibkan franchisee untuk secara periodik franchise berlangsung,

membayar sejumlah uang sebagai pembayaran atas franchise atau

produk atau jasa yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee.

5. Bukan merupakan transaksi antara perusahaan induk (holding

company) dengan cabangnya atau antara cabang dan perusahaan induk

yang sama, atau antara individu dengan perusahaan yang

dikontrolnya.5

Dari pengertian, definisi maupun rumusan yang telah diberikan di

atas, maka pada dasarnya waralaba merupakan salah satu bentuk pemberian

lisensi, hanya saja agak berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya,

waralaba menekankan pada kewajiban untuk mempergunakan sistem,

metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal

lain yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak

boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi.

Hal ini mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif

artinya seorang atau suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah

dimungkinkan untuk melakukan kegiatan lain yang sejenis atau yang berbeda

dalam suatu lingkungan yang mungkin menimbulkan persaingan dengan

kegiatan usaha waralaba yang diperolehnya dari pemberi waralaba.6

5 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),
h. 57-58.

6 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Waralaba, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2003), h. 12.
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B. Sejarah Perkembangan Waralaba (Franchise)

Franchise berasal dari B. Prancis kuno yang berarti “bebas”. Konsep

franchise berkembang di Jerman Tahun 1840-an, dikenal hak khusus untuk

menjual makanan dan minuman. Konsep franchise berkembang pesat di

Amerika, di mulai tahun 1951 perusahaan mesin jahit Singer membuat

perjanjian secara tertulis, sehingga dapat disebut sebagai pelopor perjanjian

franchise modern. Dan akan dijelaskan lebih lanjut mengenai sejarah

franchise di bawah ini uraiannya.7

Sejarah franchise pertama kali lahir di Amerika Serikat kurang lebih

satu abad yang lalu ketika perusahaan mesin jahit Singer mulai

memperkenalkan konsep franchising sebagai suatu cara untuk

mengembangkan distribusi produknya.8 Demikian pula perusahaan-

perusahaan bir memberikan lisensi kepada perusahaan kecil sebagai upaya

mendistribusikan bir produksi pabrik yang bersangkutan, serta distribusi atau

penjualan mobil dan bensin. Franchise pada saat itu dilakukan pada tingkat

distributor.9

Franchise dengan cepat menjadi model yang dominan dalam

mendistribusikan barang dan jasa di Amerika Serikat. Menurut The

International Franchise Association, sekarang ini satu dari dua belas usaha

perdagangan di Amerika Serikat adalah franchise. Franchise menyerap

7 Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 73.
8 Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, (Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2009),h. 82.
9 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia,  (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), h. 166.
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delapan juta tenaga kerja dan mencapai empat puluh satu persen dari seluruh

bisnis eceran di Amerika Serikat.10

Di Indonesia bisnis penjualan secara retail semacam franchise mulai

dikembangkan, misalnya, Pertamina yang memelopori penjualan bensin

secara retail melalui Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) berdasarkan

lisensi pompa bensin yang diberikan oleh Pertamina dan perusahaan Jamu

Nyonya Meneer yang melisensikan penjualan jamu kepada pengusaha obat

tradisional. Karena sistem franchise begitu menarik dan menguntungkan bagi

dunia usaha bisnis franchise asing masuk ke dan berkembang pesat di

Indonesia dengan memberi lisensi kepada pengusaha lokal, seperti

perusahaan lokal, seperti perusahaan Coca Cola, Kentucky Fried Chicken,

Dunkin Donat, dan lain-lain. Maka dari itu, perkembangannya pun telah

merambat dari kota besar sampai ke kota kecil.

Tentu saja akibatnya menimbulkan persaingan berat bagi pengusaha

kecil lokal yang bergerak di bidang usaha yang sejenis. Karena bisnis

franchise begitu menarik dan menguntungkan, pemerintah berkepentingan

untuk mengembangkan bisnis ini di Indonesia guna terciptanya iklim

kemitraan usaha melalui pemanfaatan lisensi sistem franchise.11

Pada awal tahun 1990 – an International Labour Organization (ILO)

pernah menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menjalankan sistem

franchise guna memperluas lapangan kerja sekaligus merekrut tenaga-tenaga

ahli franchise untuk melakukansurvei,wawancara, sebelum memberikan

10 Suharnoko, Loc.cit.
11Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti, 2010), h. 554-555.
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rekomendasi. Hasil kerja para ahli franchise tersebut menghasilkan

“Franchise Resource Center” dimana tujuan lembaga tersebut adalah

mengubah berbagai macam usaha menjadi franchise serta mensosialisasikan

system franchise ke masyarakat Indonesia.12

Dengan bantuan International Labour Organization (ILO) dan

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, kemudian

didirikan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) pada tanggal 22 November

1991. Pada tahun 1995 berdiri pula Asosiasi Restoran Waralaba Indonesia

(ARWI) yang mengkhususkan diri di bidang usaha restoran. Asosiasi ini

bertujuan mengembangkan sumber daya manusia berkualitas di bidang usaha

retoran franchise serta mengembangkan informasi dan inovasi teknologi di

bidang usaha restoran terutama mengenai teknologi makanan, peralatan

masak, kemasan, kesehatan dan gizi, pengawetan, dan manajemen pelayanan.

Melalui sistem franchise ini, kegiatan usaha pengusaha kecil di

Indonesia dapat berkembang secara wajar dengan menggunakan resep,

teknologi, kemasan, manajemen pelayanan, dan merek dagang/jasa pihak lain

dengan membayar sejumlah royalti berdasarkan lisensi franchise.13

C. Jenis-Jenis Waralaba (Franchise)

East Asian Executive Repot pada tahun 1983 menggolongkan

franchise menjadi tiga macam, yaitu antara lain sebagai berikut.

12Heris Suhendar, artikel diakses pada 10 Juni 2015 dari http://al-
poenya.blogspot.com/2012/04/makalah-pelaksanaan-bisnis-waralaba.html.

13Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2010),  h. 555.
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1. Product Franchise, suatu bentuk Franchise dimana penerima Franchise

hanya bertindak mendistribusikan saja produk dari patnernya dengan

pembatasan areal, seperti pengecer bahan bakar Shell atau British

Petroleum;

2. Processing Franchise or Manufacturing Franchise, di sini pemberi

franchise hanya memegang peranan memberi Know-how, dari suatu proses

produksi seperti minuman Coca Cola atau Fanta.

3. Bussiness Format atau System Franchise, dimana pemberi franchise sudah

memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam satu paket,

kepada konsumen. Seperti Dunkin Donuts, KFC, Pizza Hut, dan lain-

lain.14

Dalam bentuknya sebagai bisnis, waralaba memiliki dua jenis kegiatan:

1. Waralaba produk dan merek dagang;

2. Waralaba format bisnis.

Waralaba produk dan merek dagang adalah bentuk waralaba yang

paling sederhana. Dalam waralaba produk dan merek dagang, pemberi

waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk

yang dikembangkan oleh pemberi waralaba yang disertai dengan pemberian

izin untuk menggunakan merek dagang milik pemberi waralaba. Pemberian

izin penggunaan merek dagang milik pemberi waralaba. Pemberian izin

penggunaan merek dagang tersebut diberikan dalam rangka penjualan produk

yang diwaralabakan tersebut. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang

14 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia,  (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), h. 168-169.
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tersebut biasanya pemberi waralaba memperoleh suatu bentuk pembayaran

royalti dimuka, dan selanjutnya pemberian waralaba memperoleh keuntungan

(yang sering juga disebut dengan royalti berjalan) melalui penjualan produk

yang diwaralabakan kepada penerima waralaba. Dalam bentuknya yang

sangat sederhana ini, waralaba produk dan merek dagang seringkali

mengambil bentuk keagenan, distributor atau lisensi penjualan.15

Selanjutnya Martin Madelson menyatakan bahwa waralaba format

bisnis ini terdiri atas:

1. Konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba;

2. Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan

bisnis, sesuai dengan konsep pemberi waralaba;

3. Proses bantuan dan bimbingan yang terus- menerus dari pihak pemberi

waralaba.16

D. Karakteristik Waralaba (Franchise)

Adapun  karakteristik dasar franchise antara lain sebagai berikut :

1. Harus ada suatu perjanjian (kontrak) tertulis, yang mewakili

kepentingan yang seimbang antara franchisor dengan franchisee.

2. Franchisor harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis

yang akan dimasukinya.

15 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Waralaba, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2003), h. 13.

16 Ibid, h. 14.
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3. Franchisee diperbolehkan (dalam kendali franchisor) beroperasi

dengan menggunakan nama/merek dagang, format dan atau prosedur,

serta segala nama (reputasi) baik yang dimiliki franchisor.

4. Franchisee harus mengadakan investasi yang berasal dan sumber

dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain (misalnya

kredit perbankan).

5. Franchisee berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri.

6. Franchisee membayar fee dan atau royalti kepada franchisor atas hak

yang didapatnya dan atas bantuan yang terus menerus diberikan oleh

franchisor.

7. Franchisee berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu dimana ia

adalah satu-satunya pihak yang berhak memasarkan barang atau jasa

yang dihasilkannya.

8. Transaksi yang terjadi antara franchisor dengan franchisee bukan

merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk

yang sama, atau antara individu dengan perusahaan yang

dikontrolnya.17

17 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta,
2007), h. 58-59


